SALINAN

BUPATI INTAN JAY A
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.1.7-11 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

Menimbang :

Mengingat

a.

1.

BUPATI INTAN JAYA,

bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban Kepala
Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa Kkali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Laporan  Keterangan Pertanggung Jawaban dan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

bahwa untuk dapat menyusun Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
Anggaran 2025 Kabupaten Intan Java Tahun 2026
sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
19 Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk
membentuk Tim Penyusun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Tim Penyusun Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Intan Java Di Propinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4938);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Intan Jaya 2015-2035 (Lembaran Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2015 Nomor 4);
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1
Tahun 2017  tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Intan Jaya Nomor 1)

27. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya
Tahun 2021 Nomor 4);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 6
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Intan Jaya 2025-2045
(Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024
Nomor 6);

29. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah
Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);

30. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1A Tahun 2017
tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Daerah Intan
Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017
Nomor 1A);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026.

Membentuk  Tim  Penyusun Laporan dan  Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran
2025 Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026, dengan susunan
keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
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Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU, bertugas menyusun Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung
Jawaban dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2025 Kabupaten
Intan Jaya Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan untuk keperluan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025.

Untuk kepentingan penyusunan laporan dimaksud. kepada
Tim Penyusun diberikan kewenangan untuk meminta data
dan informasi yang diperlukan guna keperluan pengisian
instrumen Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Capaian
Akuntabilitas Kineija Pemerintahan Daerah  dari setiap
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Intan Jaya dan instansi vertikal di daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dan
Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun Anggaran 2025 Kabupaten Intan Jaya Tahun 2026
disampaikan kepada Pemerintah melalui Gubernur Papua
Tengah paling lambat tanggal 31 Maret 2026.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran
2026.

Keputusan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa

pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,
TTD

ANER MAI1SINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

No kWD

Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;

Gubernur Papua Tengah. di Nabire;

Ketua DPRD Kab. Intan Jaya, di Sugapa;

Kepala BAPPER1IDA Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;

Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa,;

Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa.

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Sabnap jsesuai dengan aslinya
BAGIAI"HUKUJVC

A/SUPULAYUK
" J5/\0323 201004 1001
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Lampiran Keputusan Bupati Intan Java

Nomor

100.1.7-11 TAHUN 2026

Tanggal 12 Januari 2026

NO.

10.

11.

12.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2026

JABATAN DALAM KED1INASAN

2

Bupati Intan Jaya

Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya

Asisten Bidang Pemerintahan Kabupaten Intan
Jaya

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Intan Jaya

Inspektur Kabupaten Intan Jaya

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Intan Jaya

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Intan Jaya
Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten
Intan Jaya

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Intan
Java

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Intan
Jaya

Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada
Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten
Intan Jaya

Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Intan Jaya

KEDUDUKAN
DALAM TIM
3
Penanggungjawab

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris

Anggota
Anggota

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

Anggota

Anggota

BUPATI INTAN JAYA,

Salipaptsesuai dengan aslinya TTD
K:6pala b" gian hukum,

ANER maisini

A SUPULAYUK
‘201004 1001



